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Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang pada tanggal 8 Agustus 2011, Sistem
Resi Gudang di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik dan
meningkat dengan cepat. Hal ini dikarenakan adanya pengaturan
mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi
Gudang bertindak sebagai penjamin apabila terdapat Pengelola
Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam
pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan
kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai
dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.

Dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi
Gudang, diharapkan pengaturan tersebut menjadi katalisator dalam
mempercepat perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Selain
itu, dengan adanya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan
kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, lembaga
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